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PRAKATA

Dalam interaksi sosial, sengketa adalah hal yang wajar terjadi sebagai 
bagian dari pemenuhan kepentingan masing-masing individu atau 

kelompok. Namun, penyelesaian sengketa menjadi krusial untuk mence-
gah terjadinya anarkisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan 
masyarakat. Tertib hukum, yang dikenal dengan istilah damai atau vrede, 
menjadi tujuan utama dari sistem hukum. Keputusan hakim (vredeban) dan 
pelanggaran terhadap perdamaian (vredebreuk) menunjukkan pentingnya 
menjaga ketertiban melalui mekanisme hukum. Seseorang yang melanggar 
ketertiban ini dinyatakan tidak damai atau vredeloos, yang berarti ia dike-
luarkan dari perlindungan hukum.

Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum yang melin-
dungi berbagai kepentingan individu seperti kehormatan, kemerdekaan, 
jiwa, dan harta benda. Kepentingan-kepentingan ini sering kali berten-
tangan satu sama lain, yang berpotensi menimbulkan pertikaian atau 
bahkan peperangan jika tidak ada hukum yang bertindak sebagai penengah. 
Hukum berperan untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang 
dan menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan secara teliti. Tujuan 
hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai melalui peraturan 
yang adil, yaitu peraturan yang mencapai keseimbangan antara berbagai 
kepentingan yang dilindungi.

Fungsi utama dari hukum adalah mengatur penyesuaian sengketa. 
Mekanisme penyelesaian sengketa yang utama dapat digambarkan dalam 
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suatu rangkaian yang berkisar dari negosiasi hingga keputusan hakim. 
Dalam negosiasi, partisipasi pihak yang bersengketa bersifat sukarela dan 
mereka sendiri yang menyusun penyelesaian sengketanya. Selanjutnya 
adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana pihak ketiga 
membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa. Adapun dalam penyele-
saian sengketa di pengadilan, para pihak harus mengikuti prosedur formal 
dan kasus diputuskan oleh hakim.

Melalui buku ini akan dibahas berbagai alternatif penyelesaian seng-
keta, termasuk negosiasi, arbitrase, mediasi, konsolidasi, dan konsiliasi. 
Setiap metode memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri yang dapat 
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari sengketa yang diha-
dapi. Harapannya, pembaca dapat memahami dan memilih metode yang 
paling tepat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan damai, sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berimbang.
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BAB I
SENGKETA

Pengertian Sengketa
Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam kurun 
waktu yang relatif panjang, membentuk sebuah kesatuan yang berlandas-
kan pada sistem kehidupan bersama. Setiap anggota masyarakat memiliki 
kesadaran akan ikatan ini, yang menjadikan mereka bagian dari suatu 
struktur sosial yang teratur dan terikat oleh berbagai kaidah atau norma. 
Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku 
warga agar sesuai dengan harapan kolektif, menciptakan ketertiban dan 
keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam setiap masyarakat, terdapat berbagai macam kepentingan yang 
diemban oleh individu maupun kelompok. Kepentingan ini bisa sejalan 
dan saling mendukung, tetapi tidak jarang pula bertentangan satu sama 
lain. Ketika terdapat perbedaan kepentingan yang berlawanan, situasi ini 
bisa memicu konflik.
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Muhammad (2024) menjelaskan bahwa konflik di bidang ekonomi, 
keluarga, keagamaan, dan perdagangan merupakan fenomena yang sering 
kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini mencerminkan 
dinamika interaksi antar-individu maupun kelompok yang tidak selalu 
berjalan mulus. Konflik tersebut muncul akibat perbedaan pandangan, 
kepentingan, nilai, atau bahkan akibat adanya kesalahpahaman yang berla-
rut-larut. Oleh karena itu, konflik menjadi bagian yang tidak dapat dihindari 
dalam kehidupan sosial, terutama ketika setiap pihak memiliki tujuan atau 
harapan yang saling bertolak belakang.

Konflik yang terjadi dalam berbagai bidang ini tidak boleh dibiarkan 
begitu saja tanpa penyelesaian. Ketika konflik tidak segera diatasi, ia berpo-
tensi berkembang menjadi sengketa yang lebih serius. Sengketa ini tidak 
hanya menguras waktu dan energi, tetapi juga dapat berdampak negatif 
terhadap produktivitas dan harmoni dalam lingkungan yang terdampak. 
Sebagai contoh, konflik dalam keluarga yang dibiarkan berlarut-larut bisa 
mengakibatkan retaknya hubungan emosional antar-anggota keluarga, 
sedangkan konflik di bidang ekonomi atau perdagangan bisa merusak 
reputasi bisnis dan menghambat operasional perusahaan.

Dalam konteks ekonomi, konflik sering kali berakar pada persaingan 
yang tidak sehat, pembagian keuntungan yang tidak adil, atau pelanggaran 
kesepakatan. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini dapat memicu kerugian 
finansial yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar. Adapun dalam 
ranah keluarga, konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi, 
kurangnya komunikasi, atau masalah terkait pembagian peran dan tang-
gung jawab. Jika tidak ditangani dengan bijak, konflik seperti ini dapat 
menghancurkan keharmonisan keluarga dan bahkan memengaruhi gene-
rasi mendatang. 

Di sisi lain, konflik keagamaan sering kali menjadi isu yang sensitif 
dan kompleks. Konflik ini dapat muncul akibat perbedaan interpretasi 
ajaran agama, persaingan antar-umat beragama, atau adanya prasangka 
dan stereotipe negatif. Ketika konflik keagamaan tidak dikelola dengan 
baik, dampaknya bisa meluas hingga menciptakan polarisasi sosial dan 
mengancam perdamaian. Begitu pula dalam perdagangan, konflik antara 
pelaku bisnis bisa muncul akibat ketidaksesuaian kontrak, perselisihan 
harga, atau kualitas produk yang tidak memenuhi standar.
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BAB II 
PENYELESAIAN SENGKETA  
NONLITIGASI 

Sengketa Nonlitigasi
Penyelesaian sengketa adalah langkah yang diambil untuk mengatasi konflik 
atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dalam praktik-
nya, terdapat dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa: melalui 
proses litigasi dan nonlitigasi. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik, 
mekanisme, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pihak-pihak yang bersengketa.

Chrisdanty (2020) menjelaskan litigasi sebagai sebuah proses penyele-
saian sengketa yang dilaksanakan melalui jalur pengadilan. Dalam pende-
katan ini, sengketa diselesaikan dengan mengajukan perkara ke lembaga 
peradilan formal sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Proses 
litigasi melibatkan hakim sebagai pihak netral yang bertugas memeriksa, 
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mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti 
yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian melalui litigasi sering dianggap sebagai pendekatan yang 
memberikan keadilan formal karena prosesnya diawasi secara ketat oleh 
sistem hukum dan menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. 
Namun, litigasi juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang 
relatif tinggi, proses yang memakan waktu lama, serta potensi menciptakan 
ketegangan yang lebih besar antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini 
disebabkan oleh sifat konfrontatif dari litigasi, di mana pihak-pihak biasa-
nya berusaha memenangkan perkara dengan menunjukkan kelemahan 
lawannya.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah metode 
penyelesaian yang dilakukan di luar proses pengadilan. Pendekatan ini 
sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau alternative 
dispute resolution (ADR). Beberapa bentuk nonlitigasi yang umum digu-
nakan meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dalam metode nonlitigasi, fokus utama adalah mencari solusi yang 
saling menguntungkan dan menciptakan kesepakatan bersama di antara 
pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam mediasi, seorang mediator 
yang netral akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berdis-
kusi, memahami kepentingan masing-masing, dan menemukan solusi 
yang disepakati bersama. Adapun dalam arbitrase, seorang arbiter atau 
panel arbitrase akan memberikan keputusan yang sifatnya mengikat, tetapi 
prosesnya lebih fleksibel dibandingkan pengadilan.

Pendekatan nonlitigasi memiliki beberapa kelebihan, seperti proses 
yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta hubungan yang lebih baik 
antara pihak-pihak setelah sengketa diselesaikan. Karena sifatnya yang 
lebih kooperatif dan partisipatif, metode ini sering kali menjadi pilihan 
utama dalam penyelesaian sengketa bisnis, keluarga, atau hubungan kerja. 
Namun, nonlitigasi juga memiliki keterbatasan, terutama jika pihak-pihak 
tidak dapat mencapai kesepakatan atau jika salah satu pihak tidak patuh 
terhadap hasil penyelesaian. Dalam kasus seperti itu, litigasi mungkin tetap 
diperlukan sebagai langkah terakhir.
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BAB III
ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA

Problematika Sengketa di Masyarakat
Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai kepentingan dan perbedaan 
sering kali menimbulkan konflik atau sengketa. Problematika sengketa ini 
muncul dari beragam faktor, mulai dari perbedaan pandangan, kepentingan 
ekonomi, pelanggaran hak, hingga permasalahan sosial yang kompleks. 
Konflik yang terjadi dapat bersifat ringan hingga berat. Dampaknya tidak 
hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial di 
masyarakat luas. Menyikapi hal ini, masyarakat membutuhkan pendekatan 
dan solusi yang efektif agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara 
damai, adil, dan menguntungkan semua pihak.

Masalah sengketa di masyarakat sering kali berawal dari ketidakseim-
bangan kepentingan antar-individu atau kelompok. Konflik dapat muncul 
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dari berbagai latar belakang, seperti permasalahan ekonomi, politik, perbe-
daan budaya, dan keyakinan. Di bidang ekonomi, sengketa sering terjadi 
akibat masalah kepemilikan aset, utang piutang, dan persaingan usaha. Di 
ranah sosial, perbedaan pandangan atau perilaku antarkelompok dapat 
memicu perselisihan—bahkan konflik terbuka.

Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan agama, 
budaya, dan adat istiadat juga menjadi sumber potensial terjadinya konflik. 
Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam meng-
hargai keberagaman atau ketika hak-hak tertentu dilanggar, potensi seng-
keta menjadi lebih besar. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi 
masyarakat untuk menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik 
dengan menghormati perbedaan yang ada.

Sengketa yang dibiarkan tanpa penyelesaian cenderung memburuk dan 
dapat memicu konflik yang lebih besar. Di lingkungan masyarakat, sengketa 
yang berkepanjangan bisa mengakibatkan penurunan kualitas hubungan 
sosial, rusaknya rasa saling percaya, dan timbulnya sikap permusuhan. 
Dampak dari perselisihan ini juga dapat menyebabkan ketegangan yang 
berlarut-larut sehingga lingkungan sosial menjadi tidak harmonis.

Di sisi lain, dampak negatif juga dirasakan oleh para pihak yang terli-
bat secara langsung dalam sengketa. Konflik yang tidak terselesaikan bisa 
menimbulkan stres, kehilangan waktu, bahkan kerugian materi bagi indi-
vidu atau kelompok yang terlibat. Selain itu, jika sengketa melibatkan sektor 
bisnis atau ekonomi maka ketidakharmonisan dalam hubungan usaha dapat 
mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, berdampak pada kerugian 
finansial, dan berpotensi merugikan reputasi usaha.

Latar Belakang Adanya Alternatif Penyelesaian 
Sengketa
Sengketa antara para pihak, baik yang bersifat publik maupun privat, meru-
pakan hal yang lumrah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
Dalam menghadapi sengketa, terdapat dua jalur utama yang dapat ditem-
puh, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Kedua metode ini menawarkan pende-
katan yang berbeda dalam mencari keadilan dan menyelesaikan konflik.
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BAB IV
NEGOSIASI 

Negosiasi sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa
Ada berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. 
Beberapa konflik dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan nego-
siasi, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama. Namun, tidak 
jarang konflik ini justru berkembang menjadi situasi yang berkepanjangan 
sehingga menimbulkan ketegangan terus-menerus antara pihak-pihak 
yang bersengketa. Jika dibiarkan, ketegangan semacam itu dapat berujung 
pada kerugian dari segi materiel maupun imateriel bagi kedua belah pihak. 

Dalam rangka menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarki, 
setiap individu diharapkan untuk tidak bertindak main hakim sendiri—atau 
dalam istilah yuridis disebut eigenrichting. Tindakan main hakim sendiri 
ini harus dihindari karena bisa memperkeruh konflik dan menimbulkan 
ketidakadilan yang merugikan (Pangabean dkk., 2012). Jika salah satu pihak 
merasa hak-haknya terabaikan atau dirugikan, mereka dianjurkan untuk 
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menempuh jalur yang sah dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan 
kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan adanya norma-norma hukum, masyarakat diarahkan untuk 
menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara yang tidak merugikan pihak 
lain. Jalur hukum memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih tertata 
dan menghindarkan masyarakat dari tindakan yang melampaui batas. 
Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pemahaman 
akan pentingnya menghormati aturan dan prosedur penyelesaian seng-
keta sangatlah krusial. Ini tidak hanya menjaga hak-hak setiap individu, 
tetapi juga menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, stabil, dan 
berkeadilan.

Negosiasi merupakan salah satu strategi utama dalam menyelesaikan 
sengketa secara damai. Proses ini melibatkan para pihak yang berselisih 
untuk berdialog secara langsung, baik secara pribadi maupun melalui wakil 
yang ditunjuk, guna mencapai kesepakatan bersama. 

Dalam negosiasi, para pihak bekerja sama untuk mengidentifikasi 
masalah, mengungkapkan pandangan masing-masing, dan mencari solusi 
yang saling menguntungkan. Proses ini bersifat struktural dan bertujuan 
untuk mencapai konsensus yang memuaskan semua pihak yang terlibat. 
Negosiasi menawarkan fleksibilitas dalam cara pendekatannya, karena 
pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan 
bagaimana diskusi berlangsung dan kesepakatan apa yang akan dicapai.

Namun, negosiasi tidak selalu berjalan mulus. Ketika ketegangan atau 
konfrontasi meningkat antara para pihak, proses negosiasi dapat terhambat 
atau bahkan terhenti. Dalam situasi seperti ini, pendekatan alternatif seperti 
fasilitasi atau mediasi dapat digunakan. Fasilitator atau mediator, sebagai 
pihak netral, membantu memperlancar komunikasi dan menciptakan 
suasana yang kondusif dalam proses dialog (Sodik dkk., 2023). Dengan 
bantuan mereka, negosiasi yang sempat tertunda dapat dilanjutkan, dan 
para pihak dapat kembali fokus pada penyelesaian sengketa.

Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, negosiasi memiliki kele-
bihan utama berupa kendali penuh yang dimiliki oleh para pihak atas proses 
dan hasilnya. Selain itu, negosiasi bersifat efisien—baik dari segi waktu 
maupun biaya—karena tidak memerlukan pihak ketiga atau proses formal 
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BAB V
MEDIASI 

Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternative 
Dispute Resolution (ADR)
Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah cara 
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan 
salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang termasuk dalam ADR.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses 
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 
penasihat. Dari sudut pandang kebahasaan, mediasi menekankan peran 
pihak ketiga yang netral dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa 
untuk menjembatani perbedaan dan menemukan solusi bersama.
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Keberadaan pihak ketiga atau mediator menjadi inti dari proses mediasi. 
Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk 
berkomunikasi secara efektif, mengurangi ketegangan, dan menciptakan 
suasana diskusi yang produktif. Meskipun memiliki peran aktif, mediator 
tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atau memaksa 
kesepakatan. Mediator harus menjaga netralitasnya sehingga proses mediasi 
berlangsung adil dan transparan.

Proses mediasi umumnya terdiri dari beberapa tahap yang dirancang 
untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Tahap pertama 
adalah persiapan awal, di mana mediator bertemu dengan para pihak untuk 
memahami permasalahan dan menetapkan aturan dasar. Tahap berikutnya 
adalah pemaparan masalah oleh masing-masing pihak, diikuti oleh identifi-
kasi kepentingan utama yang menjadi dasar sengketa. Setelah itu, mediator 
memfasilitasi perundingan antara para pihak untuk mengeksplorasi berbagai 
opsi penyelesaian. Jika tercapai kesepakatan, mediator membantu menyusun 
dokumen yang memuat poin-poin yang telah disepakati.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jalur 
litigasi. Prosesnya yang fleksibel memungkinkan penyesuaian sesuai kebu-
tuhan para pihak (Khoirunnisa, 2024). Selain itu, mediasi biasanya lebih 
cepat selesai dan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan 
dengan pengadilan formal. Kerahasiaan juga menjadi nilai tambah mediasi, 
karena prosesnya dilakukan secara tertutup. Pendekatan yang kooperatif 
dalam mediasi juga memungkinkan para pihak untuk mempertahankan 
hubungan baik setelah sengketa selesai. Hal ini sangat penting, terutama 
dalam konteks sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti 
hubungan keluarga, kemitraan bisnis, atau hubungan komunitas.

Mediasi telah diterapkan dalam berbagai bidang, yang masing-masing 
memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Beberapa contoh penerapan 
mediasi di berbagai sektor meliputi sebagai berikut. 
1. Sengketa keluarga 

Mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam kelu-
arga, seperti perceraian, pembagian hak asuh anak, atau distribusi 
harta bersama. Dalam situasi ini, mediasi membantu para pihak untuk 
fokus pada solusi yang terbaik bagi semua anggota keluarga—terutama 
anak-anak.
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BAB VI
PERJANJIAN ARBITRASE

Arbitrase dan Hubungannya dengan Kebijaksanaan
Kata “arbitase” berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Latin, arbitrare, yang 
berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. 
Pemilihan istilah ini sering kali menimbulkan salah persepsi bahwa seorang 
arbiter atau majelis arbitrase menyelesaikan sengketa semata-mata berdasar-
kan kebijaksanaan pribadi, tanpa memerhatikan norma-norma hukum yang 
berlaku. Pemahaman seperti ini keliru karena, dalam praktiknya, arbitrase 
tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan aturan yang relevan dalam 
penyelesaian sengketa.

Winarta (2022) menjelaskan bahwa meskipun arbiter atau majelis 
arbitrase memiliki fleksibilitas tertentu dalam proses penyelesaian sengketa, 
mereka tetap berkewajiban untuk menerapkan hukum sebagaimana hakim 
dalam pengadilan. Proses arbitrase melibatkan analisis terhadap fakta-fakta 
yang diajukan oleh para pihak, penilaian bukti-bukti, dan penerapan hukum 
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BAB VII 
KONSOLIDASI TANAH

Tanah sebagai Aspek Penting dalam Kehidupan 
Manusia dan Pembangunan
Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebagai 
salah satu sumber daya alam, tanah tidak hanya menjadi elemen penting 
bagi kelangsungan hidup individu. Tanah juga memiliki pengaruh besar 
terhadap berbagai lapisan masyarakat, baik sebagai individu, anggota 
masyarakat, maupun sebagai bagian dari sebuah bangsa. Tanah tidak 
hanya menjadi landasan fisik kehidupan, tetapi juga memberikan manfaat 
yang luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, 
sosial, dan pembangunan. Pemanfaatan tanah dengan bijak dan adil dapat 
memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. 

Dalam aspek ekonomi, tanah memiliki nilai yang sangat strategis karena 
menjadi aset yang mendukung berbagai kegiatan produktif; mulai dari 
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pertanian, peternakan, hingga pembangunan infrastruktur dan industri. 
Bagi pemiliknya, tanah dapat menjadi sumber penghasilan, tempat tinggal, 
hingga investasi jangka panjang. Selain itu, tanah juga berkontribusi dalam 
pembangunan ekonomi suatu negara karena menjadi faktor penting dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, aspek sosial tanah juga tidak 
dapat diabaikan. Kepemilikan dan akses terhadap tanah sering kali menjadi 
indikator kesetaraan sosial. Tanah telah menjadi simbol status, kekayaan, 
dan keberlanjutan hubungan antar-individu maupun komunitas.

Pemenuhan kebutuhan terhadap tanah tidak hanya menjadi tanggung 
jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerin-
tah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran strategis dalam 
mengelola dan mengatur penggunaan tanah demi mencapai kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat. Amanat ini tertuang jelas dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebe-
sar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa negara 
memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan 
tanah dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Pengelolaan tanah oleh negara mencakup berbagai aspek, termasuk 
perencanaan tata ruang, distribusi tanah kepada masyarakat, dan penga-
wasan terhadap penggunaan tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah 
ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali terjadi akibat distribusi 
tanah yang tidak merata. Selain itu, pengelolaan tanah juga penting untuk 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan; di mana tanah digunakan 
secara bijak tanpa merusak ekosistem dan lingkungan. Dalam konteks 
pembangunan nasional, tanah menjadi elemen penting yang mendukung 
berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, kawasan 
industri, hingga perumahan rakyat.

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan tanah di Indonesia masih 
sangat kompleks. Konflik agraria, permasalahan alih fungsi lahan, hingga 
penguasaan tanah secara tidak adil oleh pihak tertentu sering kali menjadi 
hambatan dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, 
diperlukan kebijakan yang tegas dan terarah untuk mengatasi permasalahan 
ini. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan tanah, 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan, 



111

BAB VIII
KONSILIASI

Pengertian Konsiliasi
Dalam hukum Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai upaya mempertemu-
kan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan 
damai dan menyelesaikan perselisihan. Pengertian ini tercantum dalam 
Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999. Secara etimologis, kata “konsi-
liasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu conciliation, yang berarti tindakan 
mendamaikan. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, konsiliasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya 
dari metode penyelesaian lainnya.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak 
ketiga netral, yang disebut konsiliator. Konsiliator berperan membantu 
para pihak mencapai kesepakatan, tetapi tidak memiliki wewenang 
untuk memaksakan suatu keputusan. Dalam proses ini, konsiliator lebih 
proaktif dibandingkan mediator. Selain memfasilitasi komunikasi, ia juga 
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memberikan saran atau rekomendasi solusi. Adapun dalam praktiknya, 
istilah konsiliasi dan mediasi sering digunakan secara bergantian karena 
keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mencapai kesepakatan 
yang saling menguntungkan.

Proses konsiliasi diawali dengan kesediaan para pihak untuk melibat-
kan konsiliator. Konsiliator kemudian mendengarkan pandangan, bukti, 
dan keinginan dari kedua belah pihak. Setelah memahami permasalahan, 
konsiliator memberikan rekomendasi yang dianggap adil dan dapat dite-
rima. Walaupun konsiliator aktif memberikan usulan, keputusan akhir 
tetap berada di tangan para pihak. Mereka bebas menerima atau menolak 
rekomendasi yang diberikan sehingga proses ini lebih fleksibel dibanding-
kan arbitrase yang menghasilkan keputusan mengikat.

Konsiliasi memiliki beberapa keuntungan. Pertama, netralitas konsilia-
tor menjamin proses yang adil dan tidak memihak. Kedua, waktu dan biaya 
konsiliasi relatif lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Ketiga, 
sifat damai dari konsiliasi membantu menjaga atau memperbaiki hubungan 
antara para pihak. Keempat, kerahasiaan proses memberikan perlindungan 
terhadap informasi sensitif yang sangat penting dalam sengketa bisnis atau 
perselisihan yang melibatkan reputasi pihak tertentu.

Namun, konsiliasi juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah tidak 
adanya keputusan yang mengikat sehingga keberhasilannya tergantung 
pada kesediaan para pihak untuk menerima hasil yang diusulkan. Selain 
itu, hasil konsiliasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Apabila salah 
satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, sengketa baru dapat timbul. Selain 
itu, dalam praktiknya, perbedaan antara mediasi dan konsiliasi sering kali 
kabur sehingga dapat menimbulkan kebingungan mengenai peran dan 
fungsi konsiliator.

Konsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dapat bersifat 
sukarela maupun wajib, tergantung pada konteks dan ketentuan hukum 
yang berlaku. Konsiliasi sukarela terjadi ketika para pihak yang bersengketa 
secara bersama-sama sepakat untuk menggunakan konsiliasi sebagai cara 
menyelesaikan masalah mereka. Dalam situasi ini, keputusan untuk meli-
batkan konsiliator sepenuhnya berdasarkan keinginan kedua belah pihak 
tanpa adanya paksaan hukum.
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BAB IX 
TRIK PENYELESAIAN MENUJU  
PERDAMAIAN

Konflik dan Penyelesaiannya
Konflik merupakan salah satu topik yang menarik dan kompleks dalam 
studi ilmu hubungan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, 
perhatian terhadap konflik telah menjadi pusat perhatian akademisi dan 
praktisi hubungan internasional. Konflik tidak hanya mencerminkan dina-
mika politik antarnegara, tetapi juga mencerminkan isu-isu ekonomi, 
sosial, dan budaya yang lebih dalam, yang memengaruhi stabilitas global. 
Berbagai studi telah membahas konflik sebagai fenomena yang melibatkan 
aktor-aktor negara maupun non-negara, termasuk kelompok pemberontak, 
organisasi internasional, dan entitas transnasional.

Salah satu contoh konflik yang menarik untuk dikaji adalah konflik 
Bougainville yang terjadi antara pasukan pemerintah Papua Nugini (PNG) 
dan Bougainville Revolutionary Army (BRA) atau Tentara Revolusioner 
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Bougainville dari tahun 1988 hingga 1998. Konflik ini dipicu oleh kete-
gangan etnis, eksploitasi sumber daya alam, dan tuntutan kemerdekaan 
oleh masyarakat Bougainville. Konflik ini menggambarkan bagaimana 
eksploitasi ekonomi oleh pemerintah pusat dapat memicu ketegangan sosial 
dan etnis di wilayah yang kaya sumber daya alam. Studi yang dilakukan 
oleh Paramma dkk. (2021) menyoroti peran aktor lokal dan internasional 
dalam upaya mediasi dan resolusi konflik ini, yang akhirnya menghasilkan 
perjanjian damai pada tahun 2001.

Selain itu, konflik di wilayah Darfur (Sudan) yang dimulai pada tahun 
2003 juga menjadi contoh lain dari konflik yang kompleks dan penuh 
tantangan. Konflik ini melibatkan kelompok pemberontak seperti The 
Sudan Liberation Movement (SLM) dan The Justice and Equality Movement 
(JEM) yang berhadapan dengan pemerintah Sudan. Konflik ini dipicu oleh 
ketidakadilan sosial, diskriminasi etnis, dan perebutan sumber daya alam. 
Hashim (2022) mengemukakan bahwa konflik ini juga menjadi salah satu 
contoh krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan jutaan orang terlantar 
dan ribuan korban jiwa. Peran komunitas internasional dalam menangani 
konflik ini menjadi sangat penting, meskipun masih menghadapi banyak 
kendala politik dan logistik.

Konflik antara Timor Leste dan Indonesia yang terjadi antara tahun 
1975 hingga 1999 adalah salah satu konflik di kawasan Asia Tenggara 
yang mendapat perhatian besar dari komunitas internasional. Konflik ini 
bermula dari aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur setelah dekolo-
nisasi oleh Portugal. Konflik ini menggambarkan dinamika kolonialisme, 
hak penentuan nasib sendiri, dan intervensi internasional dalam penyele-
saian konflik. Loney (2019) menyoroti bagaimana referendum tahun 1999 
menjadi momen penting dalam sejarah Timor Leste, yang akhirnya berhasil 
meraih kemerdekaan dengan bantuan PBB dan tekanan internasional.

Konflik Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung juga menjadi 
salah satu konflik yang paling signifikan dalam mengubah geopolitik Eropa. 
Konflik ini melibatkan isu-isu yang kompleks, termasuk integrasi regional, 
ekspansi NATO, dan persaingan energi. Adler (2022) menjelaskan bahwa 
konflik ini bukan hanya persoalan bilateral antara Rusia dan Ukraina, 
melainkan juga mencerminkan rivalitas kekuatan besar yang memengaruhi 
stabilitas regional dan global. Konflik ini telah membawa dampak luas, 
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